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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 62
(2015) mengenai kontrak asuransi dan PSAK 28 (2012) mengenai akuntansi asuransi kerugian pada
PT. Asuransi AXA Indonesia, mengingat PT. Asuransi AXA Indonesia hanya memberikan pelayanan
di bidang asuransi kerugian tidak termasuk asuransi jiwa. Penelitian ini menggunakan metode
kualitatif dengan content analysis. Data penelitian ini bersumber dari website resmi perusahaan terkait
yang menjadi sampel yaitu laporan keuangan PT. Asuransi AXA Indonesia tahun 2011 sampai
dengan tahun 2017. Analisis penelitian ini dilakukan pada penyajian dan pengungkapan laporan
keuangan perusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan standar akuntansi dan peraturan yang
berlaku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa PT. Asuransi AXA Indonesia telah menerapkan
pengakuan, pengukuran, dan penyajian pendapatan premi, klaim, serta beban akuisisi yang diterapkan
oleh telah sesuai dengan yang diatur dalam PSAK 28 (2012) maupun PSAK 62 (2015).

Kata Kunci: Standar Akuntansi Keuangan, Kontrak Asuransi

PENDAHULUAN

Saat ini asuransi menjadi hal yang penting bagi masyarakat karena banyak masyarakat
yang merasa lebih aman dengan adanya proteksi dari perusahaan asuransi atas risiko yang
mungkin di masa yang akan datang. Agustiyanti (2019) menyatakan bahwa industri asuransi
khususnya asuransi jiwa telah mencatatkan kenaikan hasil investasi di tahun 2019 dibandingkan
dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain kondisi pasar yang baik, kepercayaan masyarakat
terhadap produk asuransi semakin meningkat. Otoritas Jasa Keuangan selaku lembaga yang
mengawasi industri keuangan di Indonesia tetap memperkirakan industry asuransi akan tetap
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tumbuh, walaupun di akhir tahun 2019 terdapat adanya kasus gagal bayar yang dilakukan oleh
PT Asuransi Jiwasraya (Fikri & Cahyani, 2020).

Aktivitas operasional industri asuransi di Indonesia diatur Undang-Undang Nomor 2
tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam aturan tersebut, industi asuransi merupakan
salah satu industri jasa keuangan yang memiliki kewenangan utk menghimpun dana masyarakat
dalam bentuk premi asuransi. Tujuan dari aktivitas tersebut adalah memberikan perlindungan
kepada anggota masyarakat yang menggunakan jasa asuransi apabila di kemudian hari
terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau terkait dengan hidup seseorang. Terkait dengan
hal tersebut, industri asuransi memerlukan pelaporan keuangan dalam menggambarkan
aktivitas-aktivitasnya yang dapat berguna bagi pemangku kepentingan. Oleh karena itu, standar
akuntansi keuangan yang mengatur pelaporan keuangan perusahaan asuransi memiliki fungsi
yang sangat fundamental bagi industri asuransi di Indonesia.

Saat ini, badan penyusun standar akuntansi keuangan di Indonesia yaitu Ikatan
akuntansi Indonesia (I1Al) telah menetapkan standar akuntansi asuransi PSAK 62 (1Al, 2015)
tentang kontrak asuransi dan PSAK 28 (1Al, 2012) tentang Akuntansi Asuransi Kerugian dan
PSAK 36 (IAl, 2012) tentang Akuntansi Asuransi Jiwa bagi industri asuransi di Indonesia.
Penetapan PSAK 62 (1Al, 2015) tidak mengakibatkan perubahan dalam pengaturan dan praktik
akuntansi asuransi selama ini secara signifikan oleh perusahaan asuransi yang memberikan
pertanggungan atau yang lebih sering disebut dengan asuradur (IAl, 2012). Adanya standar
akuntansi tersebut dapat memberikan panduan yang dapat diikuti oleh perusahaan asuransi
terkait pengakuan dan pengukuran pendapatan, beban, liabilitas yang timbul dari kontrak
asuransi dan penilaian terhadap aset reasuransi. Penerapan PSAK 62 (1Al, 2015) memberikan
beberapa perubahan standar akuntansi dibandingkan dengan standar akuntansi sebelumnya
yang meliputi antara lain penggolongan kontrak asuransi dengan kontrak investasi, pemisahan
komponen asuransi dengan komponen deposit dalam suatu kontak asuransi yang menyebabkan
berkurangnya porsi pendapatan yang mungkin diterima pihak perusahaan asuransi karena
komponen deposit tidak dapat dinyatakan sebagai pendapatan. Perubahan standar akuntansi
keuangan tersebut mengakibatkan adanya beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan oleh
perusahaan yang mungkin tidak selalu menguntungkan bagi perusahaan asuransi.

Penelitian terkait dengan penerapan akuntansi untuk industi asuransi telah dilakukan
dalam beberapa penelitian sebelumnya. Rosalie & Budiarso (2017) menemukan bahwa
pengukuran pendapatan premi dan beban klaim maupun beban komisi asuransi telah
menerapkan metode yang sesuai dengan PSAK 28. Horman & Morasa (2016) menyimpulkan
bahwa objek penelitian belum sepenuhnya menerapkan akuntansi sebagaimana PSAK 36
khususnya terkait dengan pendapatan lain yang berasal dari komisi reasuransi dan komisi
keuntungan. Nurwita & Pamungkas (2014) menyimpulkan bahwa penyusunan akuntansi
asuransi jiwa dari objek penelitian telah disusun berdasarkan kebijakan akuntansi yang diatur
dalam PSAK 36. Tangkere et al. (2017) menemukan bahwa penerapan akuntansi terkait dengan
pendapatan premi dan beban klaim pada dasarnya telah sesuai PSAK, namun masih terdapat
perbedaan dalam hal pengakuan pendapatan premi kontrak asuransi jangka pendek sesuali
dengan premi yang dibayarkan pemegang polis. Informasi tersebut tidak diungkapkan dalam
catatan atas laporan keuangan objek penelitian tersebut.

Sementara itu, Rosyad & Firmansyah (2019) menyoroti akuntansi terkait dengan
kebijakan imbalan kerja dan asuransi jiwa yang dilakukan oleh perusahaan. Penelitian tersebut
menyimpulkan bahwa perusahaan yang digunakan dalam objek penelitian tersebut telah
menatausahakan asuransi jiwa dan imbalan kerja sesuai dengan PSAK di Indonesia. Di level
internasional, Srbinoska (2017) menguji implementasi Activity Based Costing (ABC) pada
perusahaan asuransi di Macedonia. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa perusahaan yang
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menerapkan ABC memperoleh manfaat dalam penetapan harga produk dan keputusan
pengendalian biaya. Senyigit (2012) mengulas dampak penerapan International Financial
Reporting Standards (IFRS) pada perusahaan di Turki khususnya terkait dengan struktur modal
perusahaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa tidak ada perbedaan struktur modal pada
perusahaan asuransi di Turki baik sebelum penerapan IFRS maupun setelah penerapan IFRS.

Berdasarkan uraian-uraian dalam penelitian sebelumnya, ulasan atas akuntansi untuk
kontrak asuransi masih jarang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk
mengulas evaluasi penerapan akuntansi untuk kontrak asuransi pada PT. Asuransi AXA
Indonesia. Objek penelitian ini menggunakan data dan informasi PT. Asuransi AXA Indonesia
yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di subsektor asuransi. Perusahaan ini
merupakan salah satu perusahaan asuransi yang memiliki kinerja yang baik secara keuangan,
operasional maupun manajemen karyawan di dunia (www.axa.co.id). Sebagai salah satu
perusahaan asuransi terbesar, ulasan atas penerapan akuntansi atas kontrak asuransi sangat
menarik untuk dilakukan dengan menggunakan objek PT. Asuransi AXA Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Menurut PSAK Nomor 62 (lIAl, 2015), kontrak asuransi melibatkan satu pihak
(asuradur) yang menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) untuk
menyetujui kompensasi pemegang polis apabila terdapat ketidakpastian kondisi di masa depan
yang berdampak merugikan pemegang polis. Standar tersebut juga mengatur kontrak investasi
yang merupakan kontrak pengalihan risiko keuangan yaitu risiko atas kemungkinan perubahan
di masa depan dalam satu atau lebih kondisi-kondisi seperti tingkat suku bunga, harga
instrumen keuangan, harga komoditas, kurs valuta asing, indeks harga, indeks kredit dan
kondisi lainnya.

Sementara itu, dalam PSAK Nomor 28 (1Al, 2012) mengatur kontrak asuransi menjadi
2 yaitu kontak jangka pendek dan kontrak jangka panjang. Kontrak asuransi memberikan
proteksi dalam suatu periode yang pasti, memungkinkan pihak asuradur untuk membatalkan
kontrak, menyesuaikan persyaratan kontrak pada akhir setiap periode kontrak. Pada umumnya
kontrak jangka pendek memberikan proteksi kurang dari 12 bulan, sedangkan kontrak jangka
panjang memberikan proteksi lebih dari 12 bulan. PSAK tersebut juga mengatur bahwa premi
yang diperoleh terkait dengan kontrak asuransi dan reasuransi jangka pendek diakui sebagai
pendapatan selama periode polis (kontrak) berdasarkan proporsi jumlah proteksi yang
diberikan. Apabila periode polis berbeda secara signifikan dengan periode risiko, maka seluruh
premi yang dihasilkan tersebut diakui sebagai pendapatan selama periode risiko, kecuali apabila
jumlah premi masih dapat disesuaikan. Oleh karena itu, pendapatan premi diakui selama
periode kontrak dan estimasi jumlah premi tersebut disesuaikan setiap periode. Tujuan dari
pengakuan ini adalah untuk mendapatkan nilai premi yang sesuai selama nilai premi dapat
diestimasi secara layak. Namun, apabila nilai premi tidak dapat diestimasi dengan layak, maka
premi diperlakukan dengan menggunakan metode uang muka (deposit method) sampai nilai
premi dapat diestimasi secara layak.

Premi dari polis bersama diakui sebesar bagian premi yang diterima oleh entitas
asuransi. Selain itu, entitas asuransi dapat memperoleh ganti rugi atas klaim sehubungan dengan
kontrak asuransi yang ditutupnya, dengan melakukan kontrak asuransi dengan asuradur lain
atau reasuradur. Reasuradur dapat mengadakan kontrak reasuransi dengan reasuradur lain atau
proses retrosesi. Nilai premi yang dibayar atau bagian premi atas transaksi reasuransi prospektif
diakui sebagai premi reasuransi selama sisa periode kontrak yang jumlahnya proporsional
dengan proteksi yang diberikan. Apabila bagian premi reasuransi masih dapat disesuaikan dan
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nilainya dapat diestimasi secara layak, maka nilai reasuransi yang diakui selama sisa periode
kontrak adalah sebesar estimasi premi yang akan dibayar tersebut.

Pembayaran atau kewajiban atas transaksi reasuransi retroaktif diakui sebagai piutang
reasuransi sebesar jumlah kewajiban yang dicatat sehubungan dengan kontrak reasuransi yang
mendasari. Apabila kewajiban yang dicatat melebihi jumlah yang dibayar, maka piutang
reasuransi harus dinaikkan untuk mencerminkan perbedaan tersebut dan menimbulkan
keuntungan yang ditangguhkan. Keuntungan yang ditangguhkan diamortisasi selama estimasi
sisa periode penyelesaian. Apabila pembayaran atau kewajiban atas transaksi retroaktif
melebihi jumlah yang dicatat, maka entitas asuransi harus menaikkan kewajiban yang
bersangkutan atau mengurangi piutang reasuransi, atau keduanya pada saat kontrak reasuransi
dilakukan. Perbedaan tersebut dibebankan pada laporan laba rugi.

Perubahan dalam estimasi jumlah kewajiban sehubungan dengan kontrak reasuransi
yang mendasari diakui dalam laporan laba rugi pada periode perubahan. Piutang reasuransi
harus mencerminkan perubahan yang berhubungan dengan jumlah klaim yang dapat diperoleh
dari reasuradur dan keuntungannya ditangguhkan dan diamortisasi. Apabila kontrak reasuransi
mencakup reasuransi prospektif dan reasuransi retroaktif, maka transaksi reasuransi tersebut
dipertanggungjawabkan secara terpisah. Sementara untuk kontrak asuransi jangka panjang,
ketentuan tentang pendapatan kontrak asuransi selain kontrak jangka pendek mengacu pada
PSAK 36 (1Al, 2012) yang mengatur Akuntansi Kontrak Asuransi Jiwa.

Klaim terkait dengan terjadinya peristiwa kerugian terhadap objek asuransi yang
dipertanggungkan mencakup klaim yang disetujui, klaim dalam proses penyelesaian, klaim
yang terjadi namun belum dilaporkan, dan beban penyelesaian klaim. Klaim tersebut diakui
sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Sementara itu, hak
subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim pada saat realisasi. Jumlah klaim dalam proses
penyelesaian, termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan, ditentukan berdasarkan
estimasi kewajiban klaim tersebut. Perubahan jumlah estimasi kewajiban klaim, sebagai akibat
proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang
dibayarakan diakui dalam laporan laba rugi pada periode terjadinya perubahan.

Beban/biaya akuisisi tangguhan meliputi biaya komisi, survei, underwriting, dan biaya
akuisisi lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan dan pembaharuan
kontrak asuransi jangka pendek yang ditangguhkan pembebanannya karena masa
pertanggungan masih berjalan pada akhir periode akuntansi. Biaya akuisisi, survei,
underwriting, dan akuisisi lainnya ditangguhkan pembebanannya dan diakui sebagai biaya
akuisisi tangguhan pada alternatif pertama. Premi belum merupakan pendapatan dari kontrak
asuransi jangka pendek yang ditentukan untuk masing-masing jenis pertanggungan secara
agregat tanpa memperhatikan tanggal penutupannya dan besarnya dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari premi bruto. Premi tersebut diamortisasi dengan metode yang konsisten
dan dibebankan pada Laporan Laba Rugi Komprehensif. Sementara pada alternatif kedua,
beban akuisisi sudah termasuk biaya komisi, survei, underwriting, dan biaya akuisisi lainnya.
Besar nilai premi belum merupakan pendapatan dari kontrak asuransi dihitung berdasarkan
persentase tertentu dari premi bruto dikurangi beban akuisisi.

PSAK Nomor 62 (IAl, 2012) menyatakan bahwa aset reasuransi merupakan nilai hak
kontraktual neto cedant dalam perjanjian reasuransi. Nilai aset reasuransi atas liabilitas manfaat
polis masa depan ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam
menentukan liabilitas manfaat polis masa depan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak
asuransi tersebut. Nilai aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan
ditentukan secara konsisten dengan pendekatan yang digunakan dalam menentukan premi yang
belum merupakan pendapatan, berdasarkan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi
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tersebut. Nilai aset reasuransi atas estimasi liabilitas klaim ditentukan secara konsisten dengan
pendekatan yang digunakan dalam menentukan estimasi liabilitas klaim, berdasarkan syarat
dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut.

Apabila aset reasuransi perusahaan asuransi mengalami penurunan nilai, maka
perusahaan tersebut harus mengurangi jumlah tercatatnya dan mengakui rugi penurunan nilai
dalam laba rugi. Penurunan nilai aset reasuransi terjadi apabila memiliki bukti objektif, sebagai
hasil atas kejadian yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi, yang menyebabkan
cedant tidak menerima seluruh jumlah yang sesuai dengan persyaratan kontrak, dan kejadian
tersebut memiliki dampak yang dapat diukur secara andal dalam jumlah yang akan diterima
cedant dari reasuradur.

Pada setiap akhir periode pelaporan asuradur menilai cukup atau tidaknya liabilitas
asuransi yang diakui, dengan menggunakan estimasi Kini atas arus kas masa depan berdasarkan
kontrak asuransi. Apabila penilaian tersebut menunjukkan hasil bahwa nilai tercatat liabilitas
asuransi tidak mencukupi dibandingkan arus kas masa depan, maka seluruh kekurangan
tersebut diakui dalam laba rugi. Entitas menerapkan tes kecukupan liabilitas secara periodik
yang memenuhi syarat minimum antara lain tes mempertimbangkan estimasi kini atas seluruh
arus kas kontraktual dan arus kas terkait, misalnya biaya pengurusan klaim, serta arus kas yang
dihasilkan dari opsi dan jaminan melekat dan jika tes menunjukkan bahwa liabilitas tidak
mencukupi, maka seluruh kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi komprehensif dengan
mengurangi jumlah tercatat biaya akuisisi tangguhan terkait dan selanjutnya membentuk
provisi kekurangan tes kecukupan liabilitas premi belum merupakan pendapatan.

Dalam PSAK 62 (lAl, 2015) mengatur penyajian laporan keuangan perusahaan
asuransi. Beberapa hal yang diatur antara lain aset reasuransi disajikan secara gross baik di
Laporan Posisi Keuangan maupun di Laporan Penghasilan Komprehensif, tidak saling hapus
antara aset reasuransi dan liabilitas asuransi serta pendapatan atau beban dari kontrak asuransi
dan beban atau pendapatan dari kontrak asuransi terkait. Dalam penyajian di Laporan Posisi
Keuangan, bagian liabilitas asuransi, insurance reserve (baik premi maupun klaim) harus
dihitung berdasarkan jumlah bruto dan unearned commisions disajikan tersendiri, sedangkan
pada bagian aset reasuransi, reinsurance shares atas insurance reserve disajikan tersendiri.
Perbedaan penyajian laporan keuangan mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang
meningkat. Kondisi ini terjadi karena pada sisi aset akan muncul aset reasuransi dan dan pada
sisi liabilitas nilai cadangan premi dan cadangan klaim akan disajikan secara gross (dalam nilai
bruto).

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif
yang dilakukan dengan content analysis (analisis isi). Tujuan dari pendekatan content analysis
untuk melakukan pembahasan yang mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak
dalam suatu untuk selanjutnya dilakukan interpretasi. Data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Laporan Keuangan PT. Asuransi AXA Indonesia tahun 2011 sampai dengan tahun
2017. Laporan keuangan tahun 2011 digunakan sebagai data pembanding sebelum penerapan
PSAK 62 dan PSAK 28 diberlakukan. Informasi laporan keuangan yang digunakan dalam
penelitian ini berasal dari laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan
arus kas dan catatan atas laporan keuangan.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan PSAK 62 (2015) pada PT. Asuransi AXA Indonesia.

Dalam catatan atas laporan keuangan PT. Asuransi AXA Indonesia, asuransi dinyatakan
sebagai nilai ekonomis seseorang apabila terjadi musibah kematian, sehingga pihak yang
ditinggalkan tetap dapat menerima sejumlah uang tertentu yang ada dalam perjanjian polis
asuransi yang dapat digunakan sebagai biaya hidup oleh pewaris. Pernyataan tersebut sesuai
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, PSAK 62 (1Al, 2015)
tentang Kontrak Asuransi dan PSAK 28 (1Al, 2012) tentang Akuntansi Kontrak Asuransi
Kerugian. Menurut PT. Asuransi AXA Indonesia kontrak asuransi mengandung adanya suatu
kontrak atau perjanjian, melibatkan pihak tertanggung dan pihak penanggung (yang menerima
risiko), terdapat kejadian yang diasuransikan, dan terdapat manfaat yang dibayarkan kepada
pihak tertanggung apabila kejadian yang diasuransikan benar terjadi. Hal tersebut telah sejalan
dengan PSAK 62 (1Al, 2015) dan PSAK 28 (l1Al, 2012).

PT. Asuransi AXA Indonesia juga menyatakan bahwa Klasifikasi kontrak asuransi
dibedakan menjadi kontrak asuransi jangka pendek dan kontrak asuransi jangka panjang. Dasar
pengklasifikasian tersebut adalah jangka waktu proteksi yang diberikan. Apabila proteksi
diberikan selama kurang dari atau sama dengan 12 bulan maka termasuk kontrak asuransi
jangka pendek, apabila lebih dari 12 bulan maka termasuk kontrak asuransi jangka panjang.
Hal ini sudah sejalan dengan klasifikasi kontrak asuransi yang diatur dalam PSAK 28 (IAl,
2012). Oleh karena itu, pengertian dan Kklasifikasi kontrak asuransi yang diatur oleh PT.
Asuransi AXA Indonesia telah sesuai dengan PSAK 62 (1Al, 2015) dan PSAK 28 (IAl, 2012).
Selain itu, perusahaan juga menyatakan bahwa pendapatan premi asuransi harus diakui sejalan
dengan proteksi yang diberikan begitu juga dengan pendapatan premi reasuransi yang harus
sejalan dengan proporsi proteksi yang diperoleh sebagaimana diatur dalam PSAK 62 (lAl,
2015).

Terdapat beberapa permasalahan yang biasa terjadi dalam praktik pengakuan
pendapatan premi. Pertama, pemisahan premi yang diperoleh dari kontrak asuransi dan non-
asuransi. Premi bruto yang disajikan dalam laporan penghasilan komprehensif merupakan
premi yang diperoleh bukan hanya dari kontrak asuransi melainkan juga dari kontrak non-
asuransi, seperti kontrak investasi. Berdasarkan PSAK 62 (1Al, 2015) kedua komponen ini
harus dipisah agar tidak terjadi kesalahan persepsi bagi pengguna laporan keuangan. Jika tidak
dipisahkan, maka pendapatan premi perusahaan akan dinilai sangat besar, padahal klaim atas
asuransi yang terjadi bisa sangat kecil. Pendapatan premi dari kontrak asuransi masih tergabung
dengan komponen kontrak non-asuransi. PT. Asuransi AXA Indonesia menyajikan aset
reasuransi sebagai aset atas premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi liabilitas
klaim. Sebelumnya liabilitas asuransi yang mencakup pendapatan premi tangguhan, premi yang
belum merupakan pendapatan, dan estimasi liabilitas klaim dicatat secara bersih setelah porsi
aset reasuransi. Hal ini menunjukkan adanya komponen investasi yang dipisahkan. Kedua,
pengakuan premi kontrak jangka panjang diakui sepenuhnya (full premium recognition).
Sebelum PSAK 62 (1Al, 2015) diterapkan, pendapatan premi diakui sesuai dengan penutupan
polis pada tahun berjalan, sedangkan setelah PSAK 62 (l1Al, 2015) ditetapkan, pendapatan
premi harus diakui secara penuh selama periode penutupan polis. Kondisi tersebut secara
langsung mempengaruhi nilai akun pendapatan premi pada laporan keuangan perusahaan tahun
berjalan. PT. Asuransi AXA Indonesia mengakui premi sebagai pendapatan berdasarkan
proporsi periode proteksi selama periode polis. Dalam Catatan Laporan Keuangan PT. Asuransi
AXA Indonesia Tahun selama periode 2011-2017 dinyatakan bahwa pendapatan premi diakui
berdasarkan tanggal berlakunya polis dan diamortisasi sepanjang periode polis atau diakui
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sepenuhnya (full premium recognition). Ketiga, pengakuan premi yang belum merupakan
pendapatan (unearned premium).

Pengukuran unearned premium untuk kontrak jangka pendek dan jangka panjang juga
menjadi berbeda. Perhitungan pengakuan unearned premium diterapkan untuk penutupan
asuransi jangka pendek (yang berumur satu tahun) dan tidak berlaku untuk polis yang berjangka
panjang. Untuk jangka panjang perhitungan harus menggunakan fair value. Hal ini memerlukan
asumsi yang digunakan dalam perhitungan aktuaria sehingga nilai unearned premium menjadi
lebih reliable dan relevan. Penyajian pendapatan premi neto dalam laporan laba rugi PT.
Asuransi  AXA Indonesia menunjukkan jumlah premi bruto, premi reasuransi, dan
kenaikan/penurunan premi belum merupakan pendapatan. Premi reasuransi disajikan sebagai
pengurang premi bruto.

PSAK 62 (1Al, 2015) juga mengatur pengakuan beban klaim sebagai berikut klaim
dalam asuransi kerugian meliputi klaim disetujui (settled claims), klaim dalam proses
penyelesaian termasuk klaim yang terjadi namun belum dilaporkan. Beban penyelesaian klaim
diakui sebagai beban klaim pada saat timbulnya kewajiban untuk memenuhi klaim. Bagian
klaim yang diperoleh dari reasuraur (claim recovery) diakui dan dicatat sebagai pengurang
beban klaim pada periode yang sama dengan periode pengakuan beban klaim. Apabila terdapat
ada subrogasi, maka hal atas subrogasi diakui sebagai pengurang beban klaim saat realisasinya.
Jumlah klaim dalam proses penyelesaian ditentukan berdasarkan estimasi kerugian retensi
sendiri dari klaim yang pada tanggal neraca masih dalam proses penyelesaian, termasuk klaim
yang sudah terjadi namun belum dilaporkan. Kenaikan/ penurunan estimasi klaim retensi
sendiri adalah selisih antara klaim retensi sendiri periode berjalan dengan periode lalu.

Sementara itu, terdapat juga permasalahan yang biasa terjadi dalam praktik pengakuan
beban klaim terkait penerapan PSAK 62 (IAl, 2015). Pertama, estimasi klaim liabilitas
disajikan secara gross. Nilai dari Estimasi Klaim Retensi Sendiri (EKRS) sebelumnya disajikan
dengan mengeluarkan unsur dari premi reasuransi (net), namun berdasarkan standar akuntansi
keuangan, akun tersebut yang disajikan secara gross (kotor) dapat menyebabkan kenaikan nilai
aset dan liabilitas perusahaan. Penyajian beban klaim dalam laporan laba rugi menunjukkan
jumlah klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan/ penurunan estimasi klaim retensi sendiri.
Klaim reasuransi disajikan sebagai pengurang klaim bruto. Pada laporan posisi keuangan juga
dapat dilihat bahwa jumlah aset dan liabilitas mengalami kenaikan.

Kedua, klaim yang diselesaikan secara compromise settlement. Pengakuan atas klaim
secara compromise settlement harus memperhitungkan aspek kelanjutan bisnis dengan
nasabahnya, selain itu juga harus mempertimbangkan aspek pemulihan klaim yang dapat
diterima dari reasuradur. Dalam catatan atas laporan keuangannya, PT. Asuransi AXA
Indonesia menjabarkan kebijakan akuntansinya, PT. Asuransi AXA Indonesia
memperhitungkan aspek pemulihan klaim dari asuradur dan dicatat sebagai estimasi klaim
reasuransi pada aset reasuransi. Ketiga, pengakuan beban klaim dan pemulihan klaim yang
harus dilakukan secara sejalan. Perusahaan tidak menjelaskan sejalan atau tidaknya pengakuan
beban klaim dengan pemulihannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa AXA telah menerapkan
pengakuan beban klaim yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

PSAK 62 (1Al, 2015) mengharuskan penyajian antara komponen aset dan liabilitas serta
komponen pendapatan dan beban tidak boleh di-net off dan disajikan secara gross. Hal ini
menyebabkan perhitungan cadangan premi dan cadangan klaim harus memperhitungkan
komponen reasuransi sehingga muncul akun Aset Reasuransi pada bagian aset. Aset reasuransi
terdiri dari estimasi penggantian reasuransi atas klaim yang masih dalam proses penyelesaian,
klaim yang sudah terjadi namun belum dicatat, dan atas premi yang belum merupakan
pendapatan.
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Penurunan aset reasuransi terjadi jika terdapat bukti objektif, sebagai hasil atas kejadian
yang telah terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi yang menyebabkan perusahaan
asuransi tidak menerima seluruh jumlah sesuai dengan persyaratan kontrak dan kejadian
memiliki dampak yang dapat diukur secara andal dalam jumlah yang akan diterima perusahaan
asuransi dari reasuradur. Sebagai implementasi dari PSAK 28 (lAl, 2012), perusahaan
menyajikan aset reasuransi secara terpisah sebagai aset atas premi yang belum merupakan
pendapatan dan estimasi liabilitas klaim. Sebelumnya liabilitas asuransi yang mencakup
pendapatan premi tangguhan, premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim
dicatat secara bersih setelah porsi aset reasuransi (porsi sendiri). Apabila aset reasuransi
mengalami penurunan maka perusahaan akan mengakui kerugian penurunan nilai tersebut
dalam laporan laba rugi.

Dampak lain dari penerapan PSAK 62 (1Al, 2015) adalah adanya kewajiban perusahaan
untuk melakukan tes kecukupan liabilitas atau liability adequacy test. Perusahaan diharuskan
menilai kecukupan nilai liabilitas asuransi yang diakui pada setiap akhir periode pelaporan
dengan menggunakan estimasi Kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi.
Apabila nilainya tidak mencukupi, maka kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi. PT.
Asuransi AXA Indonesia telah melakukan perhitungan tes kecukupan liabilitas pada tanggal
pelaporan dan menunjukkan hasil bahwa liabilitas yang dicatat oleh perusahaan telah memadai
sehingga tidak terdapat kekurangan liabilitas asuransi yang dibebankan ke laporan laba rugi.

PSAK 62 (1Al, 2015) mengatur beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan antara
lain reasuransi disajikan secara gross baik di Laporan Posisi Keuangan maupun di Laporan
Pendapatan Komprehensif, tidak saling hapus antara aset reasuransi dan liabilitas asuransi serta
pendapatan atau beban dari kontrak asuransi dan beban atau pendapatan dari kontrak asuransi
terkait. Dalam penyajian di Laporan Posisi Keuangan, bagian liabilitas asuransi, Insurance
Reserve (baik Premi maupun Klaim) harus dihitung berdasarkan jumlah bruto dan Unearned
Commisions disajikan tersendiri, sedangkan pada bagian aset reasuransi, Reinsurance shares
atas Insurance Reserve disajikan tersendiri. Dengan munculnya akun aset reasuransi yang
berdiri sendiri dan merupakan gabungan antara unsur premi (unearned premium) dan unsur
klaim (IBNR) merupakan perbedaan yang paling mudah dikenali setelah penerapan PSAK 62
(1Al, 2015) ini. Selain itu, jumlah aset dan liabilitas yang mengalami kenaikan karena akun-
akun yang dicatat berdasarkan nilai kotor (gross) seperti aset reasuransi, cadangan premi, dan
cadangan klaim.

Evaluasi Dampak Penerapan PSAK 62 Pada PT. Asuransi AXA Indonesia.
Dampak Terkait Pendapatan Perusahaan

Penerapan PSAK 28 (1Al, 2012) dan PSAK 62 (1Al, 2015) menyebabkan terjadinya
beberapa perubahan perlakuan akuntansi terkait dengan pendapatan perusahaan. Pertama,
pemisahan kontrak asuransi jangka pendek dan jangka panjang. Sebelum menerapkan PSAK
28 (IAl, 2012) dan PSAK 62 (IAl, 2015) kontrak asuransi ini tidak dipisahkan menjadi kontrak
jangka pendek dan kontrak jangka panjang. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, kontrak
asuransi dipisahkan berdasarkan periode kontrak yaitu kontrak jangka pendek untuk periode
kurang dari atau sama dengan 12 bulan dan kontrak jangka panjang untuk periode lebih dari 12
bulan sebagaimana yang telah diterapkan oleh PT. Asuransi AXA Indonesia. Dengan
pemisahan kontrak berdasarkan periode ini, maka terjadi perbedaan perlakuan atas cadangan
premi yang harus diakui pada tahun berjalan. Kedua, pemisahan kontrak asuransi dan kontrak
investasi. Sebelum menerapkan PSAK 28 (IAl, 2012) dan PSAK 62 (l1Al, 2015) tidak ada
pemisahan antara kontrak asuransi dan kontrak investasi sehingga perbedaan premi yang timbul
dari kontrak asuransi dan kontrak investasi tidak terlihat jelas perbedaannya. Dengan
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pemisahan kontrak ini, maka perusahaan harus memperhitungkan tingkat signifikansi dari
kontrak yang terjadi dan menyajikan unsur kontrak tersebut secara terpisah pada laporan
keuangan.

Ketiga, pengakuan premi untuk kontrak asuransi jangka panjang. Sebelum menerapkan
PSAK 28 (1Al, 2012) dan PSAK 62 (lAl, 2015), pengakuan premi untuk kontrak asuransi
diakui secara proporsional sesuai dengan periode laporan keuangan. Setelah menerapkan kedua
PSAK tersebut, premi untuk kontrak asuransi jangka pendek diakui secara proporsional dan
premi untuk kontrak asuransi jangka panjang diakui sepenuhnya (gross premium recognition).
Perusahaan menyatakan bahwa pendapatan premi diakui berdasarkan tanggal berlakunya polis
dan premi untuk yang berjangka waktu lebih dari satu tahun ditangguhkan. Dengan pemisahan
kontrak berdasarkan periode ini, maka perusahaan harus melakukan koreksi terhadap nilai
premi kontrak jangka panjang yang terjadi pada periode sebelumnya. Keempat, pengakuan
premi yang belum merupakan pendapatan (unearned premium). Sebelum menerapkan PSAK
28 (lAl, 2012) dan PSAK 62 (lAl, 2015), perhitungan Unearned premium yang dilakukan
perusahaan untuk semua kontrak asuransi. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, kontrak
asuransi jangka pendek menggunakan metode unearned premium dan kontrak asuransi jangka
panjang menggunakan metode gross premium reserved. Untuk kontrak asuransi jangka
panjang, manajemen harus memperhitungkan manfaat polis jangka panjang dalam posisi
keuangan berdasarkan perhitungan aktuaria. Kelima, perhitungan cadangan premi (insurance
reserve). Sebelum menerapkan PSAK 28 (1Al, 2012) dan PSAK 62 (l1Al, 2015), perhitungan
premi berdasarkan pada jumlah neto dan antara cadangan premi dan cadangan klaim dapat di-
net-off. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, premi dihitung secara bruto dan antara
cadangan premi dan cadangan klaim tidak boleh di-net-off sehingga akan muncul akun baru
yaitu Aset Reasuransi.

Dampak Terkait Beban Perusahaan.

Penerapan PSAK 28 (l1Al, 2012) dan PSAK 62 (IAl, 2015) mengakibatkan terjadinya
beberapa perubahan perlakuan akuntansi terkait dengan beban perusahaan. Pertama, biaya
akuisisi tambahan. Sebelum menerapkan PSAK 28 (1Al, 2012) dan PSAK 62 (1Al, 2015), biaya
akuisisi langsung diakui sepenuhnya pada saat premi terjadi. Setelah menerapkan kedua PSAK
tersebut, untuk kontrak asuransi jangka pendek, biaya akuisisi harus ditangguhkan sesuai
dengan pengakuan premi yang belum merupakan pendapatan, sedangkan untuk kontrak
asuransi jangka panjang dapat langsung dibebankan pada saat terjadinya. Hal ini akan
mengakibatkan ketidaksesuaian dengan konsep matching cost. Kedua, estimasi liabilitas klaim.
Sebelum menerapkan PSAK 28 (1Al, 2012) dan PSAK 62 (1Al, 2015), memperhitungkan porsi
dari reasuransi recovery. Setelah menerapkan kedua PSAK tersebut, perhitungannya tidak
boleh mengurangi porsi dari reasuransi. Terjadi penurunan (kenaikan) atas estimasi liabilitas
klaim pada laporan laba rugi komprehensif, tidak mengakui setiap provisi untuk kemungkinan
klaim masa depan sebagai liabilitas jika klaim tersebut tidak ada pada akhir periode pelaporan.
Ketiga, aset reasuransi. Sebelum menerapkan PSAK 28 (1Al, 2012) dan PSAK 62 (1Al, 2015),
antara pendapatan dan beban dari kontrak asuransi dan reasuransi boleh menghapuskan. Setelah
menerapkan kedua PSAK tersebut, antara pendapatan dan beban kontrak asuransi dan
reasuransi tidak boleh saling menghapus. Akibatknya akan muncul akun baru yang timbul dari
premi dan Klaim reasuransi yaitu Aset Reasuransi.

Pengujian Tes Kecukupan Liabilitas (Liability Adequacy Test).

Entitas menerapkan tes kecukupan liabilitas secara periodik yang memenuhi syarat
minimum. Pengujian tersebut mempertimbangkan estimasi kini atas seluruh arus kas
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kontraktual dan arus kas terkait, misalnya biaya pengurusan klaim, serta arus kas yang
dihasilkan dari opsi dan jaminan melekat. Untuk kontrak asuransi jangka pendek, apabila
pengujian tersebut menunjukkan bahwa liabilitas tidak mencukupi, maka seluruh kekurangan
tersebut diakui dalam laba rugi komprehensif dengan mengurangi jumlah tercatat biaya akuisisi
tangguhan terkait dan selanjutnya membentuk provisi kekurangan tes kecukupan liabilitas
premi yang belum merupakan pendapatan. Perusahaan dapat mengetahui cukup atau tidaknya
nilai dari liabilitas asuransi yang diakui. Jika ternyata nilainya tidak mencukupi maka akan
diakui kekurangannya dalam Laporan Laba Rugi. PT. Asuransi AXA Indonesia telah
melakukan perhitungan tes kecukupan liabilitas pada tanggal pelaporan dan menunjukkan hasil
bahwa liabilitas yang dicatat oleh perusahaan telah memadai sehingga tidak terdapat
kekurangan liabilitas asuransi yang dibebankan ke laporan laba rugi.

PENUTUP
Simpulan

PT. Asuransi AXA Indonesia telah menerapkan pengakuan, pengukuran, dan penyajian
pendapatan premi, klaim, serta beban akuisisi yang diterapkan oleh telah sesuai dengan yang
diatur dalam PSAK 28 (1Al, 2012) dan PSAK 62 (l1Al, 2015). Pendapatan premi meliputi premi
bruto dan premi reasuransi, sedangkan kenaikan/penurunan cadangan premi belum diakui
sebagai pendapatan. Klaim meliputi klaim bruto, klaim reasuransi, dan kenaikan/penurunan
estimasi klaim retensi sendiri. Kontrak jangka pendek, premi diakui pada tanggal berlakunya
polis, klaim diakui saat timbulnya liabilitas untuk membayar klaim, dan biaya akuisisi
ditangguhkan. Kontrak jangka panjang, premi diakui sejak berlakunya polis, klaim diakui saat
timbulnya liabilitas untuk membayar klaim, dan biaya akuisisi diakui pada saat terjadinya biaya
akuisisi tersebut. Nilai aset reasuransi disajikan berdasarkan atas premi yang belum merupakan
pendapatan dan estimasi liabilitas klaim yang ditentukan secara konsisten dengan pendekatan
sesuai dengan syarat dan ketentuan dari kontrak reasuransi tersebut. Perhitungan Perhitungan
Tes Kecukupan Liabilitas ini dilakukan pada setiap periode pelaporan untuk mengetahui nilai
estimasi liabilitas asuransi yang diakui telah mencukupi atau tidak. Perhitungan ini dengan
menggunakan estimasi kini atas arus kas masa depan berdasarkan kontrak asuransi.
Selanjutnya, secara keseluruhan PT. Asuransi AXA Indonesia telah menerapkan PSAK 28 (1Al,
2012) dan PSAK 62 (IAl, 2015) dalam laporan keuangannya yang memberikan beberapa
dampak dalam pengaturan akuntansinya khususnya terkait dengan pengakuan pendapatan,
pengakuan beban perusahaan dan pengujian tes kecukupan liabilitas.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, objek yang digunakan dalam
penelitian ini hanya menggunakan satu objek perusahaan sehingga tidak dapat menggeneralisir
perusahaan jasa keuangan subsektor asuransi yang ada di Indonesia. Kedua, content analysis
berdasarkan informasi laporan keuangan perusahaan berdasarkan subyektifitas penulis untuk
selanjutnya dibandingkan dengan aturan dalam PSAK 28 (1Al, 2012) dan PSAK 62 (1Al, 2015).
Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan
data perusahaan jasa keuangan subsektor lainnya baik individu ataupun beberapa perusahaan
untuk dapat membandingkan dengan hasil penelitian ini. Adanya perubahan standar akuntansi
keuangan pada perusahaan sektor keuangan khususnya subsektor asuransi dapat memberikan
dampak baik dalam bisnis maupun pelaporan akuntansinya. Oleh karena itu, perusahaan
asuransi di Indonesia perlu mengantisipasi setiap adanya perubahan standar akuntansi.
Persiapan yang dapat dilakukan antara lain mempersiapkan sumber daya yang terdapat di
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perusahaan seperti teknologi informasi, software-software yang memadai dalam melakukan
teknik perhitungan, dan sumber daya manusia yang handal serta berkompeten. Perusahaan juga
harus mempersiapkan anggaran yang lebih besar untuk menutupi biaya-biaya yang akan
muncul. PT. Asuransi AXA Indonesia merupakan salah satu contoh perusahaan asuransi yang
memiliki kesiapan yang cukup dalam menghadapi perubahaan standar akuntansi di Indonesia.
Bagi Otoritas Jasa Keuangan, sosialisasi tentang perubahan standar yang terjadi dalam dunia
asuransi kerugian sangat penting dilakukan seperti misalnya teknik perhitungan yang baru
dalam menghitung cadangan premi yang belum merupakan pendapatan, menghitung tes
kecukupan liabilitas, dan lain sebagainya. Sementara itu, Ikatan Akuntan Indonesia perlu
menyiapkan segala bentuk dokumen pendukung yang digunakan untuk memperjelas teknis
penerapan suatu PSAK. Selain itu, sebagai salah satu wadah atau forum komunikasi yang
mewakili profesi akuntan Indonesia, IAlI memiliki tanggung jawab untuk membimbing
perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan.
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